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ABSTRAK 

 

Inisiasi mekanisme pengalihan hadir dikarenakan banyaknya RUU yang telah masuk dalam 
Prolegnas jangka menengah namun belum dapat dirampungkan pada masa periode DPR tersebut. 
Mencermati ketentuan dalam Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 bahwa salah satu 

persyaratan RUU dapat di-pengalihan adalah RUU telah memasuki tahap pembahasan Daftar 
Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode keanggotaan DPR tersebut. Terdapat persyaratan yang 

tertuang dalam Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Melalui persyaratan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa tidak mutlak seluruh RUU yang sudah memasuki tahap Pembicaraan 
Tingkat I atau yang sudah memasuki tahap pembahasan DIM, dapat dilakukan pengalihan ke 

Prolegnas jangka menengah 2020-2024 maupun Prolegnas prioritas tahunan. Kemudian yang 
menjadi pertanyaan adalah bagaimana tindakan pengalihan ini dapat memastikan keberlanjutan 

proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada pergantian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan apa akibat hukum jika tindakan pengalihan dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan tidak dilanjutkan? Dalam menganilisis tindakan pengalihan 

diperlukan sebuah perbandingan antara negara lain yaitu khususnya di Belanda dan Inggris, dimana 
dengan adanya perbandingan tersebut akan memberikan pandangan yang lebih luas terhadap 

penerapan tindakan pengalihan di negara Eropa. Dalam penelitian ini memberikan penjelasan 
bahwa tindakan pengalihan dapat dilakukan dengan adanaya kesepakatan. Dengan konsep yang 
seperti ini, kebijakan pengalihan masih belum bisa memperbaiki prosesnya dalam pembuatan 

undang-undang yang berkelanjutan karena belum memberikan kepastian dan keharusan dalam 
melanjutkan pembahasan RUU yang telah sampai atau sudah memiliki Daftar Inventarisasi 

Masalah (DIM).  Kemudian, jika pada periode DPR sebelumnya tidak melakukan atau melakukan 
tindakan pengalihan untuk sebuah Rancangan Undang-Undang ke periode DPR selanjutnya maka 
bukan suatu masalah karena tidak ada dasar hukum yang mewajibkan penerapan tindakan 

pengalihan pada sebuah Rancangan Undang-Undang. 

 

Kata kunci: Rancangan Undang-Undang, Pengalihan, Program Legislasi Nasional. 
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ABSTRACT 

 

The initiation of the transfer mechanism was present because many bills had been included in the 
mid-term Prolegnas but had not been completed during the DPR period. Observing the provisions 
in Article 71A of Law Number 15 of 2019 that one of the requirements for the bill being transferable 

is that the bill has entered the discussion stage of the Problem Inventory List (DIM) during the 
DPR membership period. There are requirements set out in Article 71A of Law Number 15 of 2019. 

Through these requirements it can be concluded that it is not absolute that all bills that have 
entered the Level I Deliberation stage or that have entered the DIM discussion stage, can be 
transferred to the 2020-2024 medium term Prolegnas as well as the annual priority Prolegnas. 

Then the question is how this transfer action can ensure the continuity of the process of forming 
laws and regulations at the replacement of the House of Representatives of the Republic of 

Indonesia and what are the legal consequences if the transfer measures in the process of forming 
laws and regulations are not continued? In analyzing transfer measures, a comparison is needed 
between other countries, especially in the Netherlands and the UK, where this comparison will 

provide a broader view of the implementation of transfer measures in European countries. In this 
study, it provides an explanation that transfer actions can be carried out with the existence of  an 

agreement. With a concept like this, the transfer policy is still unable to improve the process in 
making sustainable laws because it has not provided certainty and the necessity to continue 
deliberating bills that have arrived or already have a Problem Inventory List (DIM). Then, if 

during the previous period the DPR did not carry out or carry out transfer actions for a Draft Law 
to the next DPR period then it is not a problem because there is no legal basis that requires the 

implementation of transfer measures for a Draft Law. 

 

Keywords: Draft Law, Transfer, National Legislation Program. 
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